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Artikel Info Abstrak 

Kata kunci: Covid-

19, Kebijakan 

Pemerintah, 

Pariwisata Indonesia 

Akibat dari munculnya pandemi Covid-19, akhirnya melemahkan dan membuat 

terhentinya aktivitas sektor pariwisata di Indonesia. Kondisi ini jika dibiarkan begitu 

saja, maka akan semakin memperparah perekonomian nasional dan 13 juta tenaga 

kerja di bidang pariwisata juga akan terkena imbasnya karena hilangnya mata 

pencaharian mereka. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan berbagai strategi 

penanggulangan untuk memulihkan kembali sektor pariwisata Indonesia melalui 

penerapan berbagai kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja 

kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam 

memulihkan kembali sektor pariwisata yang melemah dan terhenti akibat pandemi 

Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data 

didapat melalui berbagai literatur meliputi buku, jurnal ilmiah, serta website 

pemerintah yang mampu memberikan informasi untuk menguatkan data dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini pula digunakan teknik analisis data dengan model 

analisis interaktif yang meliputi tiga tahap, yakni tahap kondensasi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kebijakan 

yang diambil untuk memulihkan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbagi menjadi tiga fase, yaitu Fase Tanggap Darurat, 

Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi. 

 

 Abstract 

Keywords: Covid-19, 

Government Policy, 

Indonesian Tourism 

As a result of the emergence of the Covid-19 pandemic, it has weakened and halted 

the activities of the tourism sector in Indonesia. This condition, if left unchecked, will 

further aggravate the national economy, and 13 million workers in the tourism sector 

will also be affected due to the loss of their livelihoods. Responding to this, the 

Government of Indonesia, through the Ministry of Tourism and Creative Economy, 

presents various countermeasure plans to recover Indonesia's tourism industry by 

enacting a number of policies. This research aims to see what policies have been taken 

by the Ministry of Tourism and Creative Economy in restoring the tourism sector that 

has weakened and stopped due to the Covid-19 pandemic. This research uses a type of 

library research. Data sources are obtained through various literature, including 

books, scientific journals, and government websites, that are able to provide 

information to strengthen the data in this study. This research also uses data analysis 

techniques with an interactive analysis model that includes three stages, namely the 

data condensation stage, the data presentation, and the conclusion drawing. This study 
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found that the policies taken to restore the tourism sector by the Ministry of Tourism 

and Creative Economy are divided into three phases, namely the Emergency Response 

Phase, the Recovery Phase, and the Normalization Phase. 

 

PENDAHULUAN 

Kemunculan pandemi Covid-19 yang 

memporak-porandakan dunia, tidak hanya 

menyebabkan krisis kesehatan (Wahyuni, 

2021). Lebih dari itu, Covid-19 juga 

menyebabkan terganggunya supply chain, 

dimana tidak terkendalinya aliran produksi 

barang dan jasa secara global maupun dalam 

negeri, juga terganggunya volatilitas atau 

indeks harga yang kemudian mempengaruhi 

pergerakan harga pasar, terjadinya demand 

shocks atau adanya gangguan tak terduga 

terhadap permintaan konsumen terkait barang 

dan jasa, serta timbulnya berbagai dampak 

negatif pada sektor utama seperti perjalanan 

dan pariwisata (Hidayat & Rahmini, 2022). 

Sektor pariwisata sendiri merupakan sektor 

yang memegang peran penting dalam 

pendapatan perekonomian Indonesia, dimana 

sektor pariwisata termasuk ke dalam tiga besar 

penyumbang devisa negara (Kristina, 2020). 

Tercatat bahwa pendapatan devisa dari sektor 

pariwisata sepanjang tahun 2019 mencapai 

Rp280 triliun, dimana telah terjadi peningkatan 

dari pencapaian tahun sebelumnya yang berada 

di angka Rp270 triliun. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah nilai tambah atau 

Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional 

dari sektor pariwisata yang mencapai 4,8%, 

yang kemudian juga berdampak positif dari 

segi ketenagakerjaan karena berhasil menyerap 

hingga 13 juta tenaga kerja (Kemenparekraf, 

2020). 

Indonesia yang juga tidak luput dari 

hantaman pandemi Covid-19 melakukan 

berbagai tindakan preventif melalui penerapan 

kebijakan-kebijakan penanganan untuk 

meminimalisir cepatnya penularan infeksi 

Covid-19. Salah satu dari berbagai kebijakan 

tersebut adalah PPKM Darurat Jawa-Bali atau 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 

di Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 

2021 sampai 20 Juli 2021.  Pada Instruksi 

tersebut, juga tertuang regulasi yang mengatur 

penutupan sementara pada sektor pariwisata, 

yaitu pada DIKTUM KETIGA huruf (h) yang 

menerangkan bahwa adanya penutupan 

sementara pada fasilitas umum meliputi tempat 

wisata, taman, dan area publik lainnya. Serta 

pada huruf (i) menerangkan bahwa seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya, 

dan olahraga, serta sosial kemasyarakatan yang 

dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan 

ditutup sementara. Melalui Instruksi Menteri 

Dalam Negeri terkait penutupan sementara 

tersebut, akhirnya membawa sektor pariwisata 

berada pada titik terendahnya.  

Melemahnya sektor pariwisata akibat 

pandemi Covid-19, kemudian berakibat pada 

anjloknya devisa negara sebesar US$14,5 

miliar hingga US$15,8 miliar yang disebabkan 

oleh adanya penurunan dari kunjungan 

wisatawan mancanegara (Hidayat & Rahmini, 

2022). Pada awal tahun 2020, Badan Pusat 

Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan 

bahwa telah terjadi penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Indonesia. Data tersebut dapat dilihat melalui 

gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut 

Moda Angkutan 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020b 

 

BPS mencatat jumlah wisatawan 

mancanegara yang mengunjungi Indonesia 

pada bulan Desember tahun 2019 menyentuh 

angka 1,37 juta orang. Namun ketika 

mewabahnya Covid-19 di Indonesia, membuat 

angka tersebut merosot sebesar 7,62%, dimana 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

mengalami penurunan pada bulan Januari tahun 

2020 yang hanya berada di angka 1,27 juta 

orang (BPS, 2020b). Turunnya jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara ini 

disebabkan oleh adanya pemberlakukan 

lockdown yang dilakukan oleh negara-negara di 

dunia akibat dari mewabahnya Covid-19 

(Pradipta, 2022). Hal ini kemudian membuat 

ditutupnya akses antarnegara yang pada 

akhirnya maskapai internasional juga terpaksa 

menutup rute penerbangannya (Fatmaningdyah 

& Fatchoelqorib, 2020; Sugiarti, 2021). 

Selain tekanan dari penurunan jumlah 

yang besar dari wisatawan mancanegara akibat 

dari penurunan pesanan dan pembatalan 

perjalanan wisata ke Indonesia, tekanan lain 

juga terjadi pada penurunan jumlah wisatawan 

domestik, hal ini terjadi akibat perlambatan 

perjalanan domestik yang disebabkan oleh 

masyarakat Indonesia yang enggan beraktivitas 

maupun melakukan perjalanan di tengah 

pandemi Covid-19. Bisnis pariwisata dan 

perjalanan perlahan mulai mengalami kesulitan 

ketika pandemi Covid-19 telah mewabah, pada 

akhirnya hal ini juga memberikan dampak yang 

negatif bagi para pelaku usaha UMKM dan 

lebih jauh lagi mengakibatkan terganggunya 

lapangan kerja (Sugihamretha, 2020). BPS 

pada tahun 2020 merilis data yang 

menunjukkan bahwa perkembangan 

ketenagakerjaan pada sektor pariwisata 

mengalami kesulitan selama pandemi Covid-

19, tercatat ada sejumlah 6 kategori usaha yang 

berbeda yang mengalami penurunan pada 

jumlah tenaga kerjanya, yakni pada kategori 

jasa perusahaan, jasa pendidikan, real estate, 

penyediaan akomodasi, transportasi, dan 

administrasi pemerintahan. Dari semua 

kategori usaha tersebut, jumlah tenaga kerja 

secara total turun hingga mencapai 409 ribu 

orang atau tumbuh negatif 0,69% 

(Kemenparekraf, 2020).  

Berangkat dari permasalahan diatas, 

peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih 

lanjut untuk melihat bagaimana kemudian arah 

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai 

strategi dalam upaya memulihkan sektor 

pariwisata yang sebelumnya melemah dan 

terhenti akibat pandemi Covid-19. Hasil 

penelitian ini menjadi penting sebagai bahan 

percontohan untuk memulihkan sektor 

pariwisata melalui berbagai kebijakan jika 

kelak di kemudian hari akan muncul 

permasalahan yang serupa seperti pandemi 

Covid-19. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian studi 

pustaka, dimana penelitian dengan metode ini 
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berfokus pada aktivitas analisis teks atau 

wacana yang bertujuan untuk melihat suatu 

fenomena atau kejadian, baik melalui 

penelaahan terhadap tindakan maupun karya-

karya tertulis yang diteliti agar kemudian 

didapat informasi dan fakta yang tepat dan 

terpercaya (Hamzah, 2020). 

Zed (2014) mengatakan penelitian 

kepustakaan dicirikan oleh empat elemen 

kunci. Yang pertama adalah bahwa alih-alih 

menggunakan pengetahuan langsung dari 

lapangan, peneliti cukup bekerja secara 

langsung dengan teks. Kedua, peneliti hanya 

perlu berinteraksi langsung dengan bahan 

sumber yang sudah tersedia di perpustakaan 

karena data pustaka sifatnya sudah siap pakai, 

sehingga tidak perlu mencari di tempat lain. 

Ketiga, data pustaka biasanya berasal dari 

sumber sekunder, yang berarti bahwa peneliti 

tidak mendapatkan data asli dari sumber 

langsung di lapangan, melainkan dari dari 

tangan kedua. Yang keempat atau terakhir 

adalah data pustaka tidak dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Karena data tersebut merupakan 

data “mati” yang terekam dalam catatan tertulis 

seperti teks, angka, foto, rekaman kaset, atau 

film, maka peneliti bekerja dengan informasi 

yang tetap, yang tidak akan pernah berubah. 

Data dan informasi yang digunakan 

dalam penelitian ini, dikumpulkan oleh peneliti 

dari berbagai sumber, meliputi Instruksi 

Menteri Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia, buku laporan industri 

pariwisata Indonesia dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia, serta buku dan jurnal ilmiah yang 

relevan yang memuat informasi terkait dengan 

topik yang dibahas. 

Teknik analisis data dengan model 

interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña 

kemudian digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik 

analisis data dengan model ini dilakukan 

sebelum, selama, dan setelah pengumpulan 

data, dimana aktivitas analisisnya dilakukan 

secara berkelanjutan dan berulang hingga data 

yang dianalisis jenuh. Aktivitas analisis data 

dengan model interaktif ini terdiri dari tiga 

tahapan, yakni pertama diawali dengan tahap 

kondensasi data, selanjutnya melewati tahap 

penyajian data, dan kemudian diakhiri dengan 

tahap penarikan kesimpulan (Miles et al., 

2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pariwisata Indonesia Saat Pandemi 

Covid-19 

Penutupan tempat-tempat rekreasi, 

hiburan, dan berbagai destinasi di Indonesia 

karena mewabahnya Covid-19, serta adanya 

kebijakan pembatasan sosial berskala besar 

berakibat pada sulitnya mobilitas masyarakat 

yang kemudian hal tersebut membuat seluruh 

aktivitas di sektor pariwisata terhenti 

(Rachmawati & Alhazami, 2022). 

BPS pada tahun 2020 merilis data yang 

menunjukkan terdapat 4,20 juta kunjungan 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia selama tahun 2020. Angka tersebut 

sangatlah kecil, dimana penurunan yang sangat 

tajam telah terjadi hingga sebesar 75,03% jika 

dibandingkan dengan total jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara pada tahun 2019 yang 

menyentuh angka 16,11% kunjungan. Jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 

2020 tersebut, terdiri atas wisatawan 

mancanegara yang melakukan kunjungan 

melalui beberapa pintu masuk, seperti melalui 

jalur udara sebanyak 1,67 juta kunjungan, 

kemudian pada jalur laut sebanyak 1,02 juta 

kunjungan, dan terakhir pada jalur darat 

sebanyak 1,33 juta kunjungan (BPS, 2020a). 
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Tabel 1: Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

Menurut Pintu Masuk Jalur Udara 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020a 

 

Jika diperhatikan tabel 1 di atas, 

menunjukkan bahwa jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui 

jalur udara pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang signifikan, BPS mencatat pada 

sepanjang tahun 2019 angka kunjungan 

wisatawan mancanegara berada di angka 

9,834,706 kunjungan, Namun pada tahun 

berikutnya, yaitu sepanjang tahun 2020 jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara hanya 

berada di angka 1,674,394 kunjungan, artinya 

bahwa telah terjadi penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara yang 

sangat besar antara tahun 2019 dengan tahun 

2020, yaitu sebesar 82,97%. Kunjungan 

wisatawan mancanegara yang mengalami 

penurunan ini terjadi serentak di seluruh pintu 

masuk jalur udara. Bahkan di beberapa 

bandara, penurunan tembus di angka 100% 

seperti yang terjadi di Bandara Husein 

Sastranegara, Bandara Adi Sucipto/YIA, 

Bandara Minangkabau, Bandara Jenderal 

Ahmad Yani, Bandara Supadio, Bandara Sultan 

Hasanuddin, dan Bandara Sultan Badaruddin II. 

Namun Bandara Sam Ratulangi mencatatkan 

persentase terendah yaitu 86,33%, diikuti oleh 

Bandara Soekarno-Hatta dengan persentase 

penurunan sebesar 88,32% (BPS, 2020a). 

Akibat dari penurunan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara ini, kemudian 

memberi dampak yang sangat besar pada 

penurunan tingkat penghunian kamar hotel 

klasifikasi bintang di Indonesia, seperti yang 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2: Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di 

Indonesia 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020a 

 

BPS tahun 2020 merilis data yang 

menunjukkan pada bulan Desember tahun 2020 

telah terjadi penurunan persentase Tingkat 

Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi 

bintang di Indonesia, dimana pada bulan 

Desember tahun 2020 persentase penurunannya 

berada di angka rata-rata 40,79% sedangkan 

pada bulan Desember tahun 2019 berada di 

angka rata-rata 59,39%. Terdapat beberapa 

provinsi yang memiliki persentase TPK 

tertinggi dan terendah, dimana provinsi dengan 

persentase TPK tertinggi didapatkan oleh 

Provinsi Kalimantan Timur dengan angka 

sebesar 59,79%, posisi kedua dan ketiga 

ditempati oleh Provinsi Lampung dan Provinsi 

Papua Barat yang masing-masing mendapat 

angka sebesar sebesar 59,32% dan 58,51%. 

Untuk TPK dengan persentase paling rendah 

dialami oleh Provinsi Bali dengan hanya 

19,00% saja (BPS, 2020a). 

Dengan persentase pada bulan Desember 

2019 sebesar 59,39% dan pada bulan Desember 

2020 sebesar 40,79%, menunjukkan telah 

terjadi penurunan sebesar 18,60 poin. Data 

pada tabel 2 tersebut juga menunjukkan 

terdapat beberapa provinsi yang justru 



Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Volume 7 Nomor 1 (2024) Hal: 25-35 
DOI: 10.32528/sw.v7i1.1657 

Universitas Muhammadiyah Jember 
31 

mengalami peningkatan, artinya bahwa tidak 

semua provinsi mengalami penurunan 

persentase TPK. Terdapat 3 provinsi yang 

mengalami peningkatan, yakni Provinsi 

Gorontalo dengan peningkatan 14,61 poin, 

kemudian Provinsi Papua Barat dengan 

peningkatan 1,83 poin, dan terakhir adalah 

Provinsi Sulawesi Barat dengan peningkatan 

0,33 poin. Sedangkan provinsi dengan 

penurunan persentase TPK tertinggi dialami 

oleh 4 provinsi, dimana Provinsi Bali berada di 

urutan pertama dengan penurunan persentase 

TPK sebesar 43,55 poin, lalu disusul oleh 

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bengkulu 

yang berada di urutan kedua, ketiga, dan 

keempat dengan masing-masing angka 

penurunan persentase TPK sebesar 29,26 poin, 

27,12 poin, dan 22,97 poin. Di sisi lain, 

Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan 

penurunan TPK terendah hanya dengan 0,80 

poin saja (BPS, 2020a). 

2. Strategi Pemulihan Pariwisata oleh 

Pemerintah Indonesia Pada Periode 

Awal Covid-19: Kebijakan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia 

Terpuruknya sektor pariwisata Indonesia 

akibat pandemi Covid-19 kemudian mulai 

mendorong pemerintah untuk sesegera 

mungkin mencari solusi dalam menanganinya. 

Sebagai upaya dalam meminimalisir dampak 

yang akan semakin parah dirasakan oleh 

industri-industri dan para pelaku di sektor 

pariwisata, pemerintah kemudian melakukan 

berbagai upaya melalui pengambilan kebijakan 

sebagai sebuah bentuk strategi untuk 

memulihkan kembali sektor pariwisata setelah 

dilanda pandemi Covid-19. 

Di skala nasional, pemerintah pusat lewat 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia atau Kemenparekraf 

menerapkan sebuah kebijakan sebagai upaya 

dalam menanggulangi dampak dari pandemi 

Covid-19 yang melemahkan sektor pariwisata 

Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam 

buku yang berjudul Outlook Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Indonesia 2020/2021 yang 

merupakan rangkuman gambaran kondisi 

industri pariwisata dan ekonomi kreatif 

Indonesia sepanjang tahun 2020 dan rencana 

pembangunan sektor pariwisata Indonesia pada 

tahun 2021. Kebijakan pemulihan pariwisata 

Indonesia yang digagas oleh Kemenparekraf 

tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yang pertama 

adalah Fase Tanggap Darurat, kedua adalah 

Fase Pemulihan, dan yang ketiga adalah Fase 

Normalisasi (Kemenparekraf, 2020). 

a. Fase Tanggap Darurat 

Fase ini merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh Kemenparekraf dalam 

merespon pandemi Covid-19. Kemenparekraf 

pada fase ini sepenuhnya memfokuskan 

penanggulangan bencana Covid-19 pada 

bidang kesehatan, dimana terdapat macam-

macam program perlindungan sosial seperti 

insentif usaha melalui kebijakan fiskal dan 

moneter, kemudian menggerakkan 

produktivitas serta kreativitas ketika Work 

From Home, hal ini sejalan seperti yang 

disampaikan oleh OECD atau Organization of 

Economic Co-operation and Development 

bahwa perlindungan sosial memiliki 

kemampuan untuk menurunkan risiko, dapat 

mempertahankan tingkat konsumsi, serta dapat 

menjaga sumber daya yang dimiliki oleh 

masyarakat dari bencana yang tidak diinginkan 

(OECD, 2019). Selain program perlindungan 

sosial, juga dilakukan koordinasi terkait krisis 

kepariwisataan dengan berbagai daerah yang 

terdampak, dan terakhir melakukan persiapan 

pemulihan (Mutma, 2022). 

Pada fase tanggap darurat ini terdapat 

beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu, 

pemberian bantuan fasilitas akomodasi berupa 

1,408 kamar di 11 hotel untuk 2,375 tenaga 

kesehatan, juga disediakan 5 jenis transportasi 

berbeda agar pelayanan kesehatan selama masa 

krisis dapat dilakukan secara maksimal. 

Memperhatikan kondisi tenaga kesehatan dan 

pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang 

wajib untuk dilakukan, terlebih pada masa 

pandemi Covid-19, seperti yang juga 

diungkapkan oleh Chumaida et al (2021) bahwa 

tenaga kesehatan perlu diperhatikan sebab 

dalam penanganan pasien Covid-19, mereka 

yang menjadi garda terdepan yang bergerak 

dalam membantu penyembuhan, kemudian 

pelayanan kesehatan juga tidak kalah penting 

karena menjadi tulang punggung pada kondisi 

krisis selama pandemi Covid-19 sehingga harus 

terus ditingkatkan. 

Selanjutnya para pekerja di sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena 

dampak dari pandemi Covid-19 kemudian 

diberikan bantuan berupa bahan pokok dan lauk 

siap saji, dan terakhir Kemenparekraf 

menggelar Gerakan Masker Kain dengan 

menggandeng para desainer lokal dari sektor 

fashion yang terdampak Covid-19 untuk 
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memproduksi sebanyak 100.000 masker kain 

yang akan dibagikan kepada para pekerja sektor 

pariwisata, sektor kreatif, pekerja publik dan 

para pekerja di sektor lainnya. Tindakan yang 

diambil oleh Kemenparekraf tersebut telah 

sejalan dengan apa yang ditekankan oleh ILO 

atau International Labour Organization yang 

mengarahkan pemerintah untuk memberikan 

dukungan yang efektif dan tepat waktu untuk 

menjaga daya beli pendapatan tenaga kerja, 

serta pemerintah juga harus memastikan bahwa 

kelompok dan sektor yang terkena dampak 

Covid-19, terutama UMKM dan para pekerja 

yang beroperasi di sektor ekonomi informal 

harus dilindungi melalui program perlindungan 

sosial (ILO, 2022). 

Tidak berhenti disitu, Kemenparekraf 

juga turut andil dalam mendukung Kementerian 

Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 mengenai 

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Covid-19 yaitu berupa pembebasan 

PPh 21, 22, dan 25 yang kemudian hal tersebut 

juga diperuntukkan pada sektor pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Kebijakan terkait Insentif 

Pajak untuk Wajib Pajak ini diungkapkan oleh 

Ambarwati et al (2021) berguna sebagai 

tambahan penghasilan untuk Wajib Pajak 

Pribadi (WPOP) sebab dalam kebijakan 

tersebut, pajak dari penghasilan mereka akan 

ditanggung. Kemudian pembebasan PPh 

tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk berinovasi pada usaha mereka agar dapat 

bertahan pada masa pandemi Covid-19. 

b. Fase Pemulihan 

Pada fase kedua ini, upaya yang 

dilakukan oleh Kemenparekraf berupa 

pemulihan wisata domestik secara bertahap 

dengan mulai dibukanya tempat wisata yang 

tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, 

Safety, Environment Sustainability). Sertifikasi 

CHSE sendiri merupakan suatu proses 

diberikannya sertifikat bagi para pelaku industri 

pariwisata yang meliputi destinasi dan produk 

pariwisata yang ditawarkan, dimana kemudian 

fungsi dari sertifikat CHSE tersebut untuk 

meyakinkan para wisatawan dan masyarakat 

bahwa barang dan jasa yang ditawarkan sudah 

memenuhi standar kebersihan, kesehatan, 

keselamatan, serta kelestarian lingkungan 

(Candranegara et al., 2021). Selain itu, 

Kemenparekraf juga mendukung optimalisasi 

kegiatan MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, Exhibition) dalam negeri oleh 

kementerian atau lembaga dan BUMN. 

Kegiatan MICE digambarkan oleh Kusuma 

(2019) sebagai sebuah industri multiaset, hal ini 

didasari pada kegiatan MICE itu sendiri yang 

mencakup spektrum industri yang luas, 

termasuk perdagangan, perbankan, teknologi 

informasi, perhotelan, perjalanan, hiburan, 

tempat penyelenggaraan acara, makanan dan 

minuman, dan transportasi. Kemudian terakhir 

pada fase pemulihan ini pula dilakukan strategi 

ulang terhadap pembangunan pariwisata. 

Untuk mulai melaksanakan fase 

pemulihan ini, Kemenparekraf sebelumnya 

sudah mempersiapkannya dengan matang 

melalui penyusunan protokol CHSE, simulasi 

penerapan protokol CHSE juga akan dilakukan, 

kegiatan sosialisasi dan publikasi terkait 

protokol CHSE pun sedang berjalan, dan 

terakhir adalah pelaksanaan uji coba destinasi 

yang sepenuhnya menerapkan protokol CHSE. 

Penerapan protokol CHSE ini diungkapkan 

oleh Amelia & Prasetyo (2022) menjadi strategi 

yang bagus yang harus diterapkan oleh 

pemerintah kepada para pelaku industri 

pariwisata karena dalam prosesnya dapat 

membantu melakukan perbaikan layanan di 

semua lini pada kawasan pariwisata. 

c. Fase Normalisasi 

Pada fase terakhir yaitu fase normalisasi, 

Kemenparekraf melakukan persiapan destinasi 

dengan penerapan protokol CHSE secara penuh 

di berbagai daerah di Indonesia, salah satu 

contohnya pada industri pariwisata di Pulau 

Bali. Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia 

yang juga menjadi salah satu pintu gerbang 

utama pariwisata di Indonesia, memberi 

kontribusi yang besar dari segi jumlah 

kunjungan wisatawan. Namun setelah pandemi 

Covid-19 mewabah, akhirnya mengakibatkan 

terjadinya penurunan kunjungan wisatawan 

secara besar-besaran ke pulau yang berjuluk 

Pulau Dewata tersebut (Mardika, 2022). Untuk 

menghindari kondisi demikian agar tidak terus 

berkepanjangan, maka yang harus dilakukan 

adalah dengan membangun kembali trust atau 

kepercayaan, yang mana trust ini merupakan 

suatu hal yang sangat esensial di dunia 

pariwisata sehingga wajib untuk dilakukan 

(Yanti et al., 2022). Terdapat satu cara paling 

efektif dalam meningkatkan trust para 

wisatawan, yakni menjamin aktivitas berwisata 

mereka melalui penerapan protokol CHSE, hal 

ini diungkapkan oleh Listyorini & Hakim 

(2023) melalui hasil riset mereka yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
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dan signifikan penerapan protokol CHSE 

terhadap kepercayaan wisatawan. 

Pemberian insentif, diskon paket wisata 

dan kegiatan MICE juga terus dilanjutkan oleh 

Kemenparekraf untuk meningkatkan kembali 

minat pasar, dimana Virtual Travel Fair 

merupakan salah satu kegiatan yang 

diselenggarakan sebagai pemantik untuk 

menarik perhatian para wisatawan, yang mana 

Djunarto et al (2022) mengungkapkan hal yang 

serupa, bahwa Virtual Tour menjadi salah satu 

alternatif sekaligus menjadi sebuah strategi 

yang efektif bagi para pelaku industri 

pariwisata karena memiliki daya tarik tersendiri 

bagi para wisatawan. 

Kemenparekraf yang menginisiasi 

penyelenggaraan Virtual Travel Fair, yang 

mana telah dilaksanakan selama lima pekan 

berturut-turut sejak bulan Agustus hingga 

November 2020, kemudian berhasil menarik 

perhatian para pelaku sektor pariwisata. 

Dengan memanfaatkan jalur digital sebagai 

sarana kreasi dan ekspresi, maka muncullah apa 

yang dikenal sebagai virtual travelling, yaitu 

dimana para wisatawan diajak untuk 

melakukan perjalanan sekaligus mengeksplor 

tempat wisata populer di beberapa lokasi hanya 

dengan menggunakan ponsel mereka. Terkait 

virtual travelling ini, Kemenparekraf mencatat 

terdapat lebih dari 64 lokasi yang dapat 

dikunjungi di Indonesia melalui cara virtual 

lewat beragam jenis aplikasi yang dapat 

diunduh di Google Playstore dan App Store. 

Melalui fenomena virtual travelling ini 

pula, beberapa pemerintah daerah mengambil 

kesempatan dengan menggelar event wisata 

virtual, dimana diantaranya sudah berjalan 

yaitu Manado Fiesta Virtual 2020 dan Dieng 

Culture Festival 2021.

 

Gambar 2: Manado Fiesta Virtual 2020       Gambar 3: Dieng Culture Festival 2021 

     
Sumber: Beritasulut.co.id, 2020        Sumber:  Opinijateng.com, 2021

 

KESIMPULAN 

Kemunculan pandemi Covid-19 yang 

pada akhirnya melemahkan hingga 

menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas 

pada sektor pariwisata, membuat pemerintah 

pusat melalui Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia merespon 

masalah tersebut dengan cepat melalui 

pengambilan berbagai kebijakan sebagai 

strategi dalam upaya untuk memulihkan sektor 

pariwisata Indonesia yang dihantam oleh 

pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan yang 

diambil oleh Kemenparekraf tersebut terbagi ke 

dalam 3 fase, yakni Fase Tanggap Darurat, Fase 

Pemulihan, dan Fase Normalisasi. Melalui 

kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan 

nantinya sektor pariwisata akan pulih dan dapat 

berjalan kembali, yang mana hal itu akan 

meningkatkan pula perekonomian Indonesia. 
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